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RINGKASAN 

 

Di Indonesia hukum perkawinan diatur di dalam undang-undang No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk 

memperoleh keturunan atau anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa, 

sehingga segala hak yang melekat pada anak harus dipenuhi tanpa harus meminta. 

Perkembangan dari budaya barat pada era modern membuat dampak yang besar 

bagi perkembangan budaya di Indonesia, selain dampak positif ada dampak 

negatif yang juga ikut masuk ke Indonesia. Salah satunya ialah pergaulan bebas 

yang mengakibatkan lahirnya seorang anak diluar perkawinan, akibatnya 

menimbulkan dampak tentang status dan kedudukan anak luar kawin terhadap 

ayah biologisnya. Pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan 

keperdataan dari ibu dan saudara ibunya saja. Anak luar kawin tidak bisa 

mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya, membuat kerugian tersendiri. 

Hak yang paling dibutuhkan anak yaitu hak nafkah, hak tersebut sangatlah penting 

untuk kelangsungan hidup anak. Setelah adanya putusan MK No.46/PUU-

VII/2010  hak anak luar kawin mulai diperhatikan oleh hukum. Menurut putusan 

MK tersebut, anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya 

namun harus terdapat adanya bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi bahwa lelaki tersebut adalah ayah biologisnya. Persyaratan tersebut 

membuat langkah anak luar kawin semakin panjang untuk mendapatkan hak 

nafkah dari ayah biologisnya. Pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 belum 

ada peraturan lanjutan yang mengatur secara khusus tentang anak luar kawin, baik 

kedudukannya maupun akibat hukum bagi ayah biologis untuk menafkahi anak 

luar kawinnya. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan adanya permasalahan 

yang timbul yaitu Pertama, Apakah anak luar kawin mempunyai kedudukan 

hukum untuk meminta hak nafkah dari ayah biologis yang tidak mengakuinya 

setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Kedua, Apa akibat hukum 

dari ayah biologis yang tidak memberikan nafkah kepada anak luar kawin 

tersebut. 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi dan melengkapi 

tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 

dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, 

Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.  

 Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe 

penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana mengkaji kaidah-kaidah atau 

norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan diskripsi 

ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulis 

mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang digunakan dalam 

memecahkan isu yang dihadapi serta mempelajari pandangan dan doktrin dalam 

ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder. 
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 Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah Pertama, Pasca putusan 

MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki kedudukan hukum untuk 

menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya. Menurut putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 anak luar kawin harus membuktikan adanya hubungan darah dengan 

ayah biologisnya. Pembuktian oleh anak luar kawin dapat dilakukan melalui tes 

DNA. Anak luar kawin dapat mengajukan bukti tes DNA kepada pengadilan 

untuk mengajukan permohonan pengakuan atau mengajukan gugatan nafkah ke 

pengadilan yang memiliki wewenang dalam perkara hak nafkah anak. Kedua, 

akibat hukum dalam perkara ini dapat diperoleh apabila anak luar kawin menuntut 

ayah biologis yang tidak mau menafkahinya ke pengadilan. Ayah biologis dapat 

dihukum oleh pengadilan untuk memberikan biaya pemeliharaan atau pendidikan 

sampai si anak dewasa. Teknis penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan 

prosedur perkara perdata di persidangan pada umumnya. 

Rekomendasi yang diberikan pada skripsi ini yaitu Pertama, bagi 

pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan khusus mengenai anak 

luar kawin terutama tentang kedudukan anak luar kawin sebagai peraturan lebih 

lanjut dari pasal 43 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Serta 

dibuat adanya peraturan mengenai mekanisme pembuktian anak luar kawin dan 

akibat hukum dari ayah biologis yang tidak ingin untuk menafkahi anak luar 

kawin hingga prosedur pelaksanaan hukuman bagi ayah biologis yang 

menelantarkan anak luar kawin. Peraturan tersebut disarankan agar kedepannya 

hak anak luar kawin dapat terpenuhi dan tidak terjadi penelantaran terhadap anak 

luar kawin. Kedua, bagi anak luar kawin, diharapkan untuk meminta permohonan 

pengakuan dan/atau pengesahan atau mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk 

meminta hak nafkah kepada ayah biologis. Pengajuan permohonan maupun 

tuntutan untuk ayah biologis bertujuan agar hak anak luar kawin terpenuhi, karena 

adanya putusan pengadilan yang memberikan hukuman atau kewajiban kepada 

ayah biologis untuk memenuhi hak anak luar kawin. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia untuk membentuk suatu keluarga harus dilakukan dengan 

adanya perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian Perkawinan yang di atur dalam Undang-

undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan tersebut memiliki kedudukan 

hukum.
2
 Pencatatan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan bukan 

merupakan faktor penentu sahnya perkawinan, tetapi merupakan kewajiban 

administratif yang wajib dilaksanakan. 

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan atau anak. 

Adapun yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999 Pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa 

sehingga segala hak yang melekat pada anak harus dipenuhi tanpa harus meminta. 

Perkembangan dari budaya barat pada era modern membuat dampak yang 

besar bagi perkembangan budaya Indonesia. Selain dampak positif terdapat pula 

dampak negatifnya, yaitu adanya pergaulan bebas. Indonesia mulai menganggap 

hal tersebut sebagai hal yang lumrah, tapi akibatnya banyak kasus-kasus seperti 

hamil di luar nikah. Kasus tersebut menimbulkan masalah baru yaitu anak yang 

lahir tanpa ada status perkawinan yang jelas dari kedua orang tuanya. Masalah 

tersebut sangat merugikan sang anak, karena hal tersebut akan berdampak pada 

status hukum dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia.   

                                                           
1
 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2
 Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Berbeda dengan anak sah, dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan anak sah adalah anak yang lahir 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
3
 Seorang anak yang lahir sehari 

setelah pernikahan orang tuanya dianggap anak sah karena ketika ia dilahirkan 

status dari kedua orang tuanya terikat perkawinan yang sah. 

 Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

berdasarkan logika argumentum a contrario anak yang lahir diluar perkawinan 

disebut dengan anak luar kawin.
4
 Anak luar kawin seringkali mendapat cibiran 

dan sering diperlakukan secara diskriminatif karena asal-usul dari ayah biologis 

anak yang tidak jelas.  

Pada kodratnya setiap anak yang lahir di dunia memiliki harkat dan 

martabat yang melekat di dalam dirinya, sehingga anak luar kawin tidak berhak 

dan tidak sepantasnya di perlakukan berbeda. Perlakuan yang diskriminatif dan 

adanya cibiran tentu akan berdampak pada kondisi psikis anak luar kawin. 

Seorang anak tidak dapat memilih dimana ia akan lahir, siapa orang tua untuknya, 

ataupun memilih agar tidak dilahirkan. Meskipun anak tersebut adalah anak luar 

kawin, tetapi anak tersebut tidak berhak untuk dibedakan dengan anak lainnya. 

Hal itu karena anak tidak berhak untuk dipersalahkan atas kesalahan yang 

dilakukan oleh orang tua mereka dan setiap anak memiliki hak yang sama sebagai 

manusia tanpa perlu dibedakan berdasarkan status dan kedudukan mereka.  

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar pekawinan hanya memiliki 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
5
 Jika di teliti lebih dalam 

maka pasal ini terlihat berat sebelah dan dirasa kurang adil. Sebagaimana telah 

diatur dalam Undang-undang Perkawinan bahwa orang tua memiliki kewajiban 

untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga anak tersebut berusia dewasa. 

Maka disini tidak terkecuali bahwa ayah dari anak luar kawin harus memenuhi 

kewajiban untuk memberikan hak-hak anak tersebut. 

                                                           
3
 Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4
I Nyoman Sujana.2015. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sleman : Aswaja Pressindo. Hlm56 
5
 Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Anak luar kawin berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak sah, 

hanya saja ada beberapa hak yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal yang 

diterima anak luar kawin. Misalnya pada hak warisan, hak terhadap nafkah dan 

sebagainya dari ayah biologisnya. Nafkah merupakan hal yang penting dalam 

suatu keluarga. Tidak terkecuali bagi anak luar kawin yang berhak juga 

mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya. Anak luar kawin berhak mendapatkan 

tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Disini peran ayah sebagai 

kepala keluarga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anaknya. 

Hak yang tidak bisa dimiliki penuh oleh anak luar kawin dari ayah 

biologisnya, membuat kerugian tersendiri. Semua anak luar kawin tidak dapat 

menerima hak penuh dari ayah biologisnya sebelum adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Setelah adanya putusan MK tersebut anak 

luar kawin mulai diperhatikan oleh hukum. Haknya mulai dipertimbangkan dan 

dilindungi oleh hukum, agar terciptanya rasa keadilan dan adanya prinsip 

kesamaan derajat. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa pasal 43 

ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengalami penambahan 

sehingga menyatakan anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja serta ayah dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan sebagai ayahnya. 

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tidak hanya berpihak pada hak-hak 

waris anak luar kawin, akan tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi 

hak-hak anak lainnya seperti hak  perwalian, hak elimentasi, dan hak memperoleh 

nafkah dari ayah biologis. Seperti yang diketahui bahwa untuk memperoleh hak 

tersebut anak luar kawin harus membuktikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang 

dimintai untuk melakukan kewajibannya merupakan ayah biologis. Pada 

penambahan pasal 43 ayat (1) Undnag-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 

yang terdapat dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut anak luar kawin 

mendapatkan hak, namun kedudukan hukum anak luar kawin belum sepenuhnya 

dapat dikatakan memperoleh hak dari ayah biologisnya. Hal itu karena adanya 
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persyaratan yang secara implisit bahwa harus adanya bukti bahwa lelaki tersebut 

adalah ayah biologisnya. 

Kasus yang sering terjadi adalah banyak laki-laki tidak mau bertanggung 

jawab dan tidak ingin memenuhi kewajibannya sebagai ayah atas anak luar kawin 

terutama dalam kewajiban memberikan hak nafkah. Selain itu kurangnya 

pengaturan mengenai anak luar kawin membuat hak anak luar kawin sulit untuk 

didapatkan. Berkaca dari kasus seperti itu maka perlu dipertanyakan lagi 

mengenai kedudukan anak luar kawin untuk  mengetahui dampak dari adanya 

putusan MK tersebut terhadap kedudukan anak luar kawin dalam meminta hak 

nafkah dari ayah biologis, maka penulis mencoba mengkaji dalam bentuk tulisan 

skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Hak 

Nafkah dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Apakah anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum untuk meminta 

hak nafkah dari ayah biologis yang tidak mengakuinya setelah adanya 

putusan MK No.46/PUU-VIII/2010? 

2. Apa akibat hukum dari ayah biologis yang tidak memberikan nafkah 

kepada anak luar kawin tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini sesuai dengan yang dikehendaki dan mencapai hasil 

yang ingin dicapai, maka perlu untuk menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu 

persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak luar kawin 

dalam meminta hak nafkah terhadap ayah biologis yang tidak 

mengakuinya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor.46/PUU-VIII/2010; 

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari ayah biologis yang 

tidak ingin menafkahi anak luar kawinnya tersebut. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Suatu penulisan dalam penelitian ilmiah tidak pernah lepas dari metode 

penelitian. Tujuan  Penelitian dapat dicapai dengan menggunakan sebuah metode 

penelitian untuk memperoleh data secara lengkap, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah 

merupakan aspek epistimologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan 

dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.
6
 Dalam menyelesaikan suatu karya 

ilmiah, seorang peneliti memiliki metode tersendiri, karena metode penelitian 

merupakan suatu dasar menganalisa permasalahan yang ada, dan juga peneliti 

dapat menemukan permasalahan yang terjadi mendekati kebenaran yang objektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum yang akan 

                                                           
6
 Universitas Jember. 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan 

Ketiga. Jember: Jember University Press, Hlm 21 
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digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi tipe penelitian, pendekatan 

masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisa 

bahan hukum. 

 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
7
 

Penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang 

menitikberatkan pada data sekunder. Penulis mengkaji aturan hukum yang 

menggunakan literature sebagai konsep, teori, serta pendapat ahli hukum terhadap 

permasalahan yang dianalisis. Penelitian dengan tidak menggunakan data primer 

bukan berarti bahwa penelitian normatif bukan merupakan suatu penelitian.
8
 

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum 

dalam hukum positif. 

 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Terdapat beberapa macam pendekatan di dalam penelitian hukum yang 

diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti untuk dicari 

jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum 

ialah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, 

pendekatan historis, pendekatan konseptual perbandingan. Pendekatan yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan 

pendekatan undang-undang. 

1. Pendekatan undang-undang  

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi topik 

bahasan, yakni yang berkaitan dengan penyelesaian hak nafkah bagi anak luar 

                                                           
7
 Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : 

Bayumedia Publishing, Hlm 295 
8
 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2015. Penelitian Hukum (Legal Research). 

Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm20 
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kawin akibat putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Maka digunakan pendekatan 

perundang-undangan yang diharapkan dapat menjawab isu hukum tersebut. 

Pendekatan undang-undang dapat membuka kesempatan peneliti untuk 

mempelajari konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau 

antara regulasi dengan undang-undang.
9
 Peneliti dapat menyimpulkan tentang ada 

atau tidak adanya kesesuaian filosofis antara undang-undang dengan isu hukum 

yang dihadapi. 

2. Pendekatan Konseptual 

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan peneliti tidak beranjak dari 

aturan hukum yang ada. Hal ini peneliti lakukan karena memang belum ada atau 

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Guna dapat menjawab isu 

hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual 

digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, 

melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana 

hukum.
10

 Konsep dalam penelitian ini adalah Konsep-konsep yang berkaitan 

dengan hak nafkah anak luar kawin akibat putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 

yang nantinya diharapkan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi 

topik permasalahan. 

1.4.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum terutama 

dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Tanpa bahan hukum 

tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang 

diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan 

hukum sebagai sumber penelitian hukum.
11

 Bahan hukum dapat dibedakan 

menjadi bahan hukum primer (primary source) dan bahan hukum sekunder 

(secondary source).
12

 

 

                                                           
 

9
Ibid., Hlm. 110 

10
Ibid., Hlm. 115 

11
Ibid., Hlm. 48 

12
Ibid., Hlm. 52 
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1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas 

(authority), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi 

menjadi bahan hukum primer yang bersifat mandatory authority (meliputi 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan 

putusan hakim) dan persuasive authority (meliputi peraturan perundang-undangan 

di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan 

hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).
13

Bahan hukum primer yang digunakan 

oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 

 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum 

primer. Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para 

ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi 

hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar 

putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
14

 Peneliti akan lebih mudah untuk 

memahami isi dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim ketika 

peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang 

mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan kemudian dijadikan sumber 

penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang 

khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau 

putusan hakim.
15

 

 

 

                                                           
13

Ibid., Hlm. 52 
14

Ibid., Hlm. 52 
15

Ibid., Hlm. 88-89 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 

 

 

1.4.4 Analisa Bahan Hukum 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan annalisis terhadap 

bahan hukum adalah metode deduktif-induktif yakni suatu metode yang 

menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang 

bersifat khusus. Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan 

untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta 

hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :
16

 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;  

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;  

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan;  

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum;  

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

di dalam kesimpulan. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas, penulis akan melakukan 

telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk 

menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah 

terkumpul. Metode analisa yang digunakan yaitu metode analisa bahan 

hukum deduktif. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang 

diinginkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab isu hukum 

yang ada, sehingga penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang 

seharusnya dapat diterapkan. 

                                                           
16

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum.,Cetakan ke-9. Jakarta:Prenada Media 

Group  hlm. 213 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkawinan 

2.1.1 Pengertian Perkawinan 

 Hidup bersama merupakan hal yang biasa manusia lakukan sebagai makhluk 

sosial yang saling membutuhkan. Bentuk lingkungan terkecil  dalam hidup 

bersama biasa dimulai dengan berkeluarga.
17

 Sebagai makhluk yang tidak dapat 

hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu sama lain manusia harus 

bersosialisasi. Pada awal interaksi di dalam kehidupan manusia, ialah dimulai dari 

keluarga. 

 Perkawinan adalah suatu cara untuk membentuk sebuah keluarga di 

Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang segala sesuatunya telah diatur 

dalam hukum dan memiliki dasar negara Pancasila yang mana bunyi sila pertama 

ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan di Indonesia sangatlah 

berkaitan dengan agama. Keterkaitan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

beberapa ketentuan dari hukum perkawinan yang diatur pula oleh agama.  

 Menurut Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa : 

Perkawinan sendiri berasal darikata “kawin” yakni terjemahan dari 

bahasa arab nikah. Kata nikah  mengandung dua pengertian, yaitu 

dalam arti sebenarnya nikah berarti “berkumpul” dan dalam arti kiasan  

berarti aqad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.
18

 

  

 Definisi dari Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sudah jelas terdapat nuansa agamawi yang mewarnai hukum perkawinan yang 

dibuat oleh pemerintah Indonesia.
19

 Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan 

menyatakan pengertian suatu perkawinan ialah antara seorang wanita dengan 

seorang pria yang memiliki tujuan untik membentuk keluarga bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

                                                           
17

 Lili Rasjidi.1991.Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm1 
18

 Ibid.,Hlm2 
19

 Moch.Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung:Refika Aditama.Hlm37 
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2.1.2 Syarat Sah Perkawinan 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa perkawinan di Indonesia tidak 

bisa terlepas dari unsur agamawi, sehingga keabsahan perkawinan di Indonesia 

dilihat dari Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang secara 

redaksional menyatakan syarat sah nya perkawinan yaitu apabila dilakukan sesuai 

dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut calon 

mempelai, dan pada ayat (2) Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan 

prosedur yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku.  

Unsur agamawi di dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan diatas 

membuktikan bahwa syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, 

sehingga menyebabkan terjadinya keseragaman dalam perlangsungan perkawinan 

di Indonesia. Keseragaman tersebut terjadi karena masing-masing agama 

memiliki cara sendiri-sendiri dan memiliki aturan sendiri dalam melangsungkan 

perkawinan.  

Menurut I Nyoman Sujana di dalam bukunya menyatakan:
20

 

Arti dari keseragaman yang dimaksud ialah perkawinan yang dilakukan 

menurut tata tertib aturan salah satu agama bukan perkawinan yang 

dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut masing-masing calon suami 

atau calon istri. 

Selain itu ketentuan mengenai syarat-syarat Perkawinan dapat kita ketahui 

dalam Bab II undang-undang Perkawinan yaitu dimulai dari Pasal 6 hingga Pasal 

12 undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Syarat sah perkawinan tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi dua yakni syarat-syarat materiil dan syarat-syarat 

formil. Pasal-pasal tersebut terbagi dalam kelompok Syarat materil dan Syarat 

Formil yang meliputi : 

A. Syarat-syarat materiil berkaitan dengan pihak yang melangsungkan 

perkawinan, yang meliputi :
21

 

                                                           
20

 I Nyoman Sujana, Op.Cit.Hlm90 
21

 R.Soetojo.Prawirohamidjojo.1994.Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan 

di Indonesia. Surabaya:Airlangga University Press. Hlm39 
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1. Perkawinan didasarkan atas  persetujuan dari kedua calon 

mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Hal itu 

karena berdasarkan persetujuan berarti adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak sehingga adanya sukarela bukan dengan 

terpaksa. 

2. Harus dengan izin orang tua apabila calon mempelai belum 

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan). 

3. Untuk diperbolehkan melangsungkan pernikahan maka usia calon 

mempelai pihak pria ialah telah mencapai 19 (sembilan belas) 

tahun, dan usia mempelai wanita telah mencapai 16 (enam belas) 

tahun. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila calon mempelai 

mendapat dispensasi  dari pengadilan atau pejabat lain. (Pasal 7 

ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan). 

4. Kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus 

dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang di agamanya 

diperbolehkan untuk melakukan poligami. (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat 

(2) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan). 

5. Bagi pasangan suami istri yang telah bercerai kedua kalinya, maka 

mereka tidak boleh kembali menikah untuk yang ketiga kalinya. 

Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak 

menentukan lain. Bagi wanita yang akan melakukan perkawinan 

untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, undang-undang telah 

mensyaratkan setelah jangka waktu tunggu selesai. Yaitu sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi mereka yang putus 

perkawinannya karena cerai, dan 130 (seratus tiga puluh) hari 

untuk mereka yang putus perkawinannya karena kematian 

suaminya. (Pasal 10 dan 11 Undang-undang Perkawinan). 

6. Terdapat pula dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan yakni 

larangan perkawinan bagi : 

a. Berhubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah 

atau ke atas; 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya; 

c. Berhubungan semenda yakni mertua, anak tiri, menantu, dan 

bapak/ibu tiri; 

d. Berhubungan susuan, anak  susuan, saudara dan bibi/paman 

susuan; 

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang; 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku dilarang kawin. 
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B. Syarat-syarat formil berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus 

terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat formil antara 

lain :
22

 

1. Pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya perkawinan 

kepada pegawai pencatat perkawinan; 

2. Adanya pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan; 

3. Pelaksanaan perkawinan sesuai dengan aturan agama dan 

kepercayaan masing-masing; 

4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Adanya persyaratan materiil dan formill yang telah dijelaskan, merupakan 

hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. 

Selain itu, syarat administrasi yang dilakukan sesuai dengan undang-undang akan 

menentukan keabsahan dari perkawinan tersebut dalam hukum. Prosedur yang 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan lebih mempermudah pejabat negara 

yang berwenang untuk melakukan tugasnya dan menghindari adanya sengketa 

yang dikhawatirkan akan timbul dikemudian hari. 

2.2 Kedudukan Hukum 

2.2.1 Kedudukan Hukum Anak Sah 

Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat 

hukum bagi anak yang dilahirkan didalam perkawinan tersebut yakni dengan 

menduduki posisi sebagai anak sah. Pengertian anak sah diatur di dalam 

KUHPerdata dan diatur pula di dalam undang-undang Perkawinan Indonesia. 

Menurut Hilman Hadikusuma di dalam bukunya, ia membandingkan 

pengertian anak sah yakni :
23

 

Menurut KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama 

perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari 

suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan dalam 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang sah 

adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah. 

                                                           
22

https://www.suduthukum.com/2016/09/syarat-syarat-perkawinan-menurut-undang-

undang.html?m=1 diakses pada tanggal 09 oktober 2018 pukul 12.25 WIB. 
23

 Hilman hadikusuma.2007. hukum perkawinan indonesia menurut perundangan hukum 

adat hukum agama. Bandung : mandar maju. Hlm 124 
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Moch. Isnaeni dalam bukunya berpendapat bahwa : 

Kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan 

orang tuanya. Akibatnya anak sah tersebut selain akan memperoleh 

perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan mengenai 

perbuatan hukum yang diperlukan akan diwakilkan oleh orang tuanya 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anak sah akan memiliki 

hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga 

mereka. Perlindungan hukum tersebut tentu saja akan memberikan 

jaminan bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan 

sampai dewasa sekalipun contoh ketika bersangkutan dengan soal 

waris dan nama keluarga atau marga.
 24

 

Kedudukan hukum seseorang akan menentukan cara dan jenis 

perlindungan hukum yang diperlukan. Bagi kedudukan hukum anak 

sah sudah dapat di pastikan karena telah diatur secara rinci di dalam 

undang-undang secara jelas dan akurat, sehingga pemerintah dapat 

memberikan macam dan bentuk perlindungan sesuai dengan isi di 

dalam norma-norma hukum.
25

 

 Anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah atau biasa disebut sebagai 

anak sah memiliki kedudukan hukum yang sudah diatur di dalam perundang-

undangan yang berlaku, sehingga sudah terjamin atas perlindungan hukum segala 

hak-haknya. Peran pemerintah dalam kedudukan hukum anak sah, hanyalah 

melakukan perannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada 

keracuan hukum tentang kedudukan anak sah. 

2.2.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keabsahan suatu 

perkawinan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah maka disebut sebagai anak luar kawin. 

Anak luar kawin tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dan juga tidak 

dapat menikmati kedudukan seperti layaknya anak sah yang segala hak-haknya 

telah dijamin oleh negara. 

Kedudukan anak yang tidak sah ini dapat diakui dan disahkan. Pengakuan 

anak di luar kawin dapat dilakukan dengan jalan perkawinan di antara ayah dan 

ibunya dan dinyatakan dalam akte perkawinan atau dalam akte autentik tersendiri. 

                                                           
24

 Ibid.,Hlm118 
25

 Ibid.,Hlm119 
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Pengakuan seorang anak yang ayah dan ibunya tidak di perbolehkan untuk 

melakukan perkawinan karena adanya hubungan darah, maka harus meminta 

dispensasi Presiden agar dapat melangsungkan perkawinan. Dispensasi dari 

presiden tersebut mengubah status anak menjadi sah dan diakui dengan 

menyebutkannya di dalam akte perkawinan orang tuanya.  

Sesuai dengan undang-undang KUHPerdata bahwa :
26

 

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau 

penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak 

dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah 

melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila 

pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.  

 

Anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tidak dapat diakui.
27

  Anak hasil 

pezinahan yang dimaksud disini ialah anak yang lahir dari kedua orang tua yang 

tidak memiliki ikatan perkawinan, namun salah satu atau keduanya memiliki 

ikatan perkawinan dengan orang lain. 

Menurut D.Y. Witanto dalam bukunya menjelaskan bahwa :
28

 

Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang 

menimbulkan status hukum baru karena dengan adanya pengakuan, 

maka status dan hak anak diakui di hadapan hukum perdata. Anak luar 

kawin yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah 

biologisnya, menjadi memiliki hak keperdataan dengan ayah 

biologisnya tersebut. 

Status anak luar kawin dalam hukum Islam yaitu bahwa terhadap anak luar 

kawin tidak berlaku ketetapan-ketetapan nasab dengan ayah biologisnya yang 

menzinai ibunya.
29

 Hal tersebut berarti bahwa ayah biologis hanya berkedudukan 

sebagai orang lain dan tidak memiliki nasab atau hubungan kekerabatan dengan 

anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin dengan begitu tidak mempunyai 

kedudukan yang sama di banding anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. 

                                                           
26

 Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
27

 Lili Rasjidi,Op.Cit.Hlm139 
28

 D.Y.Witanto, 2012.Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca 

Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan.Jakarta:Prestasi Pustaka 

Publisher.Hlm108 
29

 M. Nurul Irfan.2015. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta : Amzah. 

Hlm89 
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Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menjamin hak 

konstitusi anak luar kawin karena pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mencerminkan 

adanya keadilan dan prinsip persamaan derajat maka melalui putusan Mahkamah 

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya berisi demi melindungi 

hak anak luar kawin maka anak tersebut dinyatakan memiliki hubungan 

keperdataan dengan pihak ayahnya dengan adanya bukti yang menunjukkan 

bahwa laki-laki itu adalah ayah biologisnya. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 

yang menambahkan isi Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 Pasal 43 

ayat (1) menuai banyak reaksi masyarakat. Banyak opini dari masyarakat yang 

bermunculan. Opini tersebut terbagi dalam dua kubu yakni ada kubu yang 

mendukung atas putusan tersebut, namun ada opini yang tidak setuju atau 

menolak adanya putusan yang pada intinya memberikan jaminan kepada anak luar 

kawin. Reaksi tersebut wajar karena hal ini menyangkut mengenai hal yang 

sensitif, sehingga adanya berbagai sudut pandang yang berbeda dapat ditoleransi. 

2.3 Anak 

2.3.1 Pengertian Anak 

Anak merupakan tujuan membangun sebuah rumah tangga yang 

harmonis bahagia dan sejahtera. Anak memegang peranan penting dalam suatu 

keluarga, misalnya untuk meneruskan keturunan, untuk mempersatukan 

keluarga dan  untuk mewujudkan harapan kedua orang tuanya seperti misalnya 

untuk meneruskan bisnis yang dikelola oleh keluarga.  

Menurut D.Y. Witanto mengatakan :
30

 

Kehadiran seorang anak merupakan idaman bagi setiap orang tua 

dalam sebuah perkawinan, namun pada kenyataannya tidak selalu 

demikian karena suatu fakta yang menunjukkan berbagai kasus orang 

tua yang rela membuang bahkan juga membunuh anaknya sendiri 

untuk menutupi aib keluarga. Kehadiran anak dapat membuat 

keluarganya malu karena anak itu dihasilkan dari hubungan luar 

kawin yang tidak dibenarkan pula baik oleh agama dan etika yang 

pada umumnya berlaku di dalam masyarakat. 

                                                           
30

 D.Y.Witanto, Op.Cit.Hlm3 
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Pengertian anak menurut Undang-Undang di Indonesia sangat beragam 

apabila dilihat dari usianya. Berikut adalah pengertian anak menurut perundang-

undang di Indonesia berdasarkan keragaman batas usianya :
31

 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Pasal 1 ayat (2) : Mengatakan bahwa anak adalah orang dalam 

perkara Anak Nakal yang mencapai usia 8 (delapan) tahun hingga 

18 (delapan belas) tahun dengan syarat bahwa anak tersebut belum 

pernah menikah.  

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 

ayat (1): seorang pria diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam 

belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat 

dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. 

3. Undang-Undang dalam Hukum Perburuhan (No. 12 Tahun 1948) 

Pasal 1 ayat (1) : mengartikan bahwa anak adalah orang laki-laki 

atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. 

4. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 380 KUH Perdata : belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua 

puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin. 

5. Anak menurut Hukum Pidana Pasal 45 KUHP : anak yang belum 

dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. 

Pengertian anak diatas menurut kriteria usia, belum ditentukan secara 

khusus berapa batas usia agar dapat disebut sebagai anak. Selain pengertian anak 

yang membedakan kriteria usia, berikut adalah pengertian anak di dalam Undang-

Undang di Indonesia menurut fungsi dan kedudukannya yakni:
32

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak : Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang 

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang 

harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi 

manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak anak. Anak 

adalah masa depan bangsa dan merupakan generasi penerus cita-

cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasan. 

                                                           
31

 Darwan Prinst.1997.Hukum Anak Indonesia.Bandung : Citra Aditya Bakti.Hlm2 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak 

: Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-

dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak : 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, 

dan seimbang. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan 

Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-

cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 

pembangunan nasional. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anak adalah 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus cita-cita 

bangsa yang harus dilindungi. Anak masih membutuhkan orang tua sebagai wali 

untuk melakukan perbuatan hukum hingga usianya dewasa atau menurut undang-

undang sudah cakap hukum. Sebelum usianya dewasa atau belum menikah, orang 

tua atau wali wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup dari anak. 

2.3.2 Hak Anak 

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki kedudukan dan hak yang 

sama sebagai mahluk Tuhan. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki harkat dan 

martabat yang melekat di dalam dirinya yang tidak bisa terpisahkan. Setiap anak 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum demi 

kelangsungan hidupnya.  

Sesuai isi UUD bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
33

 

Pasal tersebut menggambarkan bahwa tidak boleh ada pembeda atau diskriminasi 

antara anak sah maupun anak luar kawin. Hal itu karena anak luar kawin juga 

berhak atas kelangsungan hudupnya yang memerlukan adanya perlindungan dari 

adanya kekerasan maupun perlindungan dari adanya perbedaan perlakuan atau 

diskriminasi. 

                                                           
33
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Berdasarkan pasal tersebut, D.Y. Witanto berpendapat :
34

 

Pada prinsipnya negara Indonesia melarang adanya pengelompokan 

status anak, karena dengan adanya status dan kedudukan anak yang 

berbeda dimata hukum membuktikan bahwa negara telah melakukan 

diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya. 

Prof.Dr. Maidin Gultom dalam bukunya menjelaskan bahwa :
35

 

Isi dari Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa 

hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, 

pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan 

hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Disamping itu hak-hak anak telah diatur dalam konvensi Hak Anak PBB 

Tahun 1989 yang kemudian Indonesia sebagai anggota dari PBB ikut meratifikasi 

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Berdasarkan hukum 

Internasional ratifikasi dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
36

 

1. Undang-undang, artinya proses ratifikasi tersebut harus 

dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

sebagai wakil rakyat, karena hukum tersebut akan mengikat 

seluruh rakyat Indonesia. 

2. Keputusan Presiden, artinya ratifikasi terhadap Hukum 

Internasional tentang Hak-hak Anak tersebut tidak perlu meminta 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi presiden 

yang mengambil keputusan dan hanya memberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat tentang apa yang telah diratifikasinya. 

 Sejak Indonesia ikut meretifikasi mengenai hak anak tersebut, maka 

konvensi hak anak mulai diimplementasikan di Indonesia. Konvensi Hak-hak 

Anak berisi prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. 

Ketentuan Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan 

menjadi :
37

 

 

                                                           
34

 D.Y.Witanto, Op.Cit.Hlm236 
35

 Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan., Cetakan 

Ke-3. Bandung : Refika Aditama.Hlm99 
36

 Darwan Prinst, Op.Cit.Hlm124 
37

 Absori. “Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada 
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a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights) 

Hak kelangsungan hidup tersebut berupa hak-hak anak untuk 

mempertahankan hidup dan hak mendapatkan kesehatan dan 

perawatan yang sebaik-baiknya. Terkait dengan hak ini hak anak 

dalam kelangsungan hidup antara lain ialah hak untuk 

mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak ia lahir, hak 

untuk mendapatkan perlindungan, hak atas standar hidup yang 

memadai, dan hak atas pendidikan. 

b. Hak terhadap perlindungan (protection rights) 

Hak perlindungan ialah perlindungan anak dari diskriminasi, 

tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak 

mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Terkait hal ini, 

perlindungan anak terhadap diskriminasi termasuk juga 

perlindungan anak penyandang disabilitas atau cacat untuk 

memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus. 

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights) 

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan baik 

yang formal maupun tidak formal dan hak untuk mencapai standar 

hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, 

moral dan sosial anak. Hak tersebut meliputi pula hak anak dalam 

kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk bermain dan  

berkreasi, hak memperoleh identitas dan hak memperoleh 

informasi. 

d. Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)  

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat 

dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak tersebut meliputi 

hak untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikannya, hak 

berpendapat dan mendapatkan pertimbangan atas pendapatnya.  

Hak anak merupakan sesuatu yang harus terpenuhi meskipun anak tidak 

meminta. Semua anak berhak mendapatkan hak yang sama, tidak ada pembeda 

baik itu anak sah atau anak luar kawin. Peraturan yang mengatur hak anak baik di 

dalam peraturan hak asasi manusia maupun di dalam peraturan perlindungan anak 

menyatakan bahwa hak anak adalah hak dari semua anak maka dari situ termasuk 

pula hak anak luar kawin. 

2.4 Anak Luar Kawin 

2.4.1 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam 

Menurut konsep hukum islam anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 

menurut agama, merupakan anak zina. Berbeda dengan aturan dalam hukum 

perdata yang membedakan jenis-jenis anak luar kawin, dalam pengertian hukum 
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islam anak yang lahir akibat hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di 

luar perkawinan disebut dengan anak zina. 

Berkaitan dengan status anak zina, ia tidak memiliki nasab dengan 

ayahnya namun hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga 

ibunya saja. Hal itu karena tindakan rasulullah yang menghubungkan 

nasab anak dengan ibunya , karena kelahiran yang dialami wanita baik 

halal ataupun haram sebagai sebab timbulnya nasab.
38

  

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sempat menjadi polemik karena 

dianggap telah melegalisasikan perbuatan zina, namun yang sebenarnya 

ditekankan dalam putusan MK ialah adanya tanggung jawab antara ayah dan 

ibunya terhadap anak luar kawin tersebut. Akibat polemik yang muncul akibat 

gebrakan MK melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010 Majelis Ulama Indonesia 

mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai kedudukan 

anak zina dan perlakuan terhadap anak zina. 

Anak zina sering mendapatkan julukan sebagai anak haram, anak kotor, 

ataupun julukan negatif lainnya dalam masyarakat. Masyarakat perlu lebih 

memahami arti kata fitrah bagi anak yang lahir ke dunia ini, dan mereka perlu 

mengetahui bahwa anak zina tidak boleh mendapatkan perlakuan yang 

diskriminatif dan mendapatkan julukan negatif. Sebab hal tersebut sangat 

berpengaruh pada perkembangan psikis dari anak luar kawin. 

Pada dasarnya setiap anak yang lahir kedunia ini baik lahir dari perkawinan 

yang sah, maupun lahir di luar perkawinan yang sah tetap saja anak tersebut lahir 

ke dunia dalam keadaan fitrah yang bersih. Anak luar kawin tidak menanggung 

dosa dari kedua orang tuanya, sehingga ia tidak berhak untuk diperlakukan secara 

berbeda atau diskriminasi. 

2.4.2 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang 

Berdasarkan pengertian anak sah dalam Pasal 42 Undang-undang 

Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka berdasarkan logika argumentum a contrario 

anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah. 

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum atau agama disebut 

sebagai anak luar kawin.  
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Menurut J. Andi Hartanto menjelaskan pengertian anak luar kawin yaitu :
39

 

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan 

yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki 

yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak 

mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah 

pada umumnya.  

 

D.Y. Witanto menjelaskan pengertian luar kawin sebagai berikut :
40

 

Pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang 

wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka 

tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan 

peraturan di dalam agama yang diyakininya. 

Menurut pandangan hukum Islam, M. Nurul irfan menjelaskan :
41

 

Anak luar kawin disebut sebagai anak zina. Zina adalah hubungan 

badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, sehingga anak 

yang lahir akibat dari perzinaan maka disebut sebagai anak zina. Akan 

tetapi, anak zina tersebut tetaplah lahir dalam keadaan suci, dan tidak 

menanggung dosa dari orangtuanya yang berzina. 

Banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan pranikah 

yang banyak terjadi pada kalangan remaja, bahkan dalam usia yang cenderung 

sangat muda. Pergaulan bebas dikalangan remaja menjadi pemicu utama, sehingga 

berujung pada kelahiran anak yang tidak diharapkan. Pengawasan baik oleh orang 

tua maupun oleh masyarakat sekitar untuk lebih menjaga anak-anak bangsa agar 

terhindar dari pergaulan bebas sangatlah di perlukan. 

Berikut adalah beberapa faktor adanya kelahiran anak di luar perkawinan 

antara lain :
42

 

1. Karena usia dari orang tua anak luar kawin yang masih dibawah 

batas usia yang diijinkan untuk melaksanakan perkawinan; 

2. Karena belum mampu secara ekonomi untuk melaksanakan 

perkawinan; 

3. Karena adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan; 

4. Karena akibat dari tindak pidana yaitu pemerkosaan; 

5. Karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua; 

                                                           
39
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6. Karena pihak laki-laki masih terikat perkawinan dengan wanita 

lain dan tidak mendapatkan ijin untuk melakukan poligami; 

7. Karena pergaulan seks bebas; 

8. Karena perdagangan jasa seksual atau sering disebut prostitusi. 

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

anak hasil dari luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu 

dan keluarga ibunya saja. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengalami penambahan setelah adanya putusan 

MK No.46/PUU-VIII/2010 dimana anak luar kawin juga memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. 

Anak luar kawin tidak seharusnya diperlakukan secara diskriminasi. 

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum”. Seorang anak meski dilahirkan di luar 

perkawinan, tetap berhak untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang 

dengan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan atau disebut dengan anak sah.  

Anak luar kawin dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu :
43

 

1. Anak zina yakni anak yang dilahirkan dari hubungan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau 

keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. 

2. Anak sumbang yakni anak yang lahir dari hubungan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menurut hukum 

melarang perkawinan diantara mereka karena adanya hubungan 

darah (incest). 

3. Anak luar kawin lainnya yakni anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan orang tuanya namun masih bisa diakui oleh orang 

tuanya. 

Anak luar kawin yang akan dibahas lebih lanjut di dalam penulisan ilmiah 

ini adalah anak luar kawin lainnya terutama mengenai hak nafkahnya. Anak luar 

kawin lainnya masih bisa mendapat pengakuan atau pengesahan dari kedua orang 

tuanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku.  
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2.5 Nafkah 

2.5.1 Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam 

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah 

adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan 

hidup orang lain.
44

 Nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkan untuk kepentingan 

keluarganya, sehingga nafkah istri berarti pemberian yang harus diberikan oleh 

suami kepada istrinya. Banyaknya nafkah yang diberikan suami ialah sesuai 

dengan kemampuan suami. 

Mengingat firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 : 
45

 

ُ نفَۡسًا الََِّ مَاۤ اٰتٰىہاَ ؕ سَیجَۡعَلُ  ُ ؕ لََ یکَُلِّفُ اّللّٰ اۤ اٰتٰىہُ اّللّٰ نۡ سَعَتہِٖ ؕ وَ مَنۡ قدُِرَ عَلیَۡہِ رِزۡقہُٗ فلَۡینُۡفقِۡ مِمَّ لیِنُۡفقِۡ ذُوۡ سَعَۃٍ مِّ

ُ بعَۡدَ عُسۡرٍ یُّسۡرًا  اّللّٰ

Terjemahan : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 

akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” 

Nafkah dalam hukum islam erat hubungannya dengan nasab. Nasab secara 

terminologi adalah :
 46

 

Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas 

maupun kebawah, atau kesamping yang semuanya itu merupakan 

salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid 

dan hubungan badan secara syubhat. 

Dasar hukum mengenai nafkah menurut Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 

233 : 

 وَعَلىَ الْمَىْلىُدِ لهَُ رِزْقهُنَُّ وَكِسْىَتهُنَُّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ لََ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلََِّ وُسْعَهاَ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. 
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Berdasarkan ayat di atas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang 

berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan karena dikhawatirkan terjadinya 

pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.
47

 Selain berhubungan dengan 

nasab, hak nafkah juga berkaitan dengan pemeliharaan anak atau dalam bahasa 

Arab disebut dengan Hadhanah.  

Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan 

pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri 

mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”. menurut para 

ulama fiqh hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-

anak, baik yang belum dewasa maupun yang sudah besar tapi belum 

mumayyiz. 
48

 

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah segala 

sesuatu yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga 

lainnya. Pemberian sesuatu tersebut dapat berupa materi atau sesuatu yang 

memiliki manfaat, sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang 

yang ditanggungnya. Pengaturan mengenai siapa saja tanggungan seorang suami 

belum ditentukan oleh undang-undang. 

2.5.2 Pengertian Nafkah Menurut Undang-Undang 

Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata  nafakah, yaitu belanja atau 

biaya. Secara terminologis nafkah berarti mencukup makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup dapat berupa uang 

pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, yakni berkaitan dengan 

rezeki. Keberadaan nafkah merupakan hal yang penting dalam membangun 

keluarga.  

Nafkah yang tidak  terpenuhi akan membuat suatu keluarga tidak dapat 

berjalan harmonis. Nafkah dari suami berguna bagi keluarga demi kebutuhan 

sehari-hari misalnya untuk membeli makanan, pakaian, biaya hidup, biaya 

pendidikan anak, biaya kesehatan dan sebagainya. Nafkah juga penting dalam 
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kelangsungan hidup seorang anak, dan tumbuh kembang seorang anak. Apabila 

tidak ada nafkah maka akan kesulitan untuk suatu keluarga bertahan dalam 

keharmonisan bahkan untuk bertahan hidup.  

Pengaturan nafkah juga diatur di  dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (2) 

yaitu suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.
49

  

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam 

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
50

 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai nafkah 

dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya. 
51

 

Pasal 107 ayat (2) KUHPerdata mengatur pula nafkah secara eksplisit yaitu suami 

wajib melindungi isteri dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu 

sesuai kemampuan suami.
52

 

Pada dasarnya pengaturan mengenai nafkah dalam hukum di Indonesia tidak 

menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Nafkah diberikan sesuai dengan 

kemampuan pihak yang diwajibkan memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan orang-orang yang mejadi tanggung jawabnya. Suami diwajibkan 

memberi nafkah dalam aturan hukum Perkawinan, KHI, maupun dalam hukum 

perdata, namun tidak ditentukan mengenai siapa saja yang menjadi tanggungan 

untuk diberikan nafkah oleh seorang suami. 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis pada 

bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki 

kedudukan hukum untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya. Menurut 

putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin harus membuktikan 

adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Pembuktian oleh anak luar 

kawin  dapat dilakukan melalui tes DNA. Apabila hasil tes tersebut 

menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan 

ayah biologisnya, maka untuk mendapatkan hak nafkah anak luar kawin dapat 

mengajukan bukti tes DNA kepada pengadilan untuk mengajukan permohonan 

pengakuan atau mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan yang memiliki 

wewenang dalam perkara hak nafkah anak. 

2. Akibat hukum dalam perkara ini dapat diperoleh apabila anak luar kawin 

menuntut ayah biologis yang tidak mau menafkahinya ke pengadilan. Akibat 

hukum dari putusan perkara nafkah anak akan mirip dengan amar putusan 

tentang perceraian yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah 

kepada istri dan anaknya. Ayah biologis dapat dihukum oleh pengadilan untuk 

memberikan biaya pemeliharaan atau pendidikan sampai si anak dewasa. 

Teknis penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan prosedur perkara 

perdata di persidangan pada umumnya. Negara berhak ikut campur tangan, 

yakni dengan adanya permohonan untuk mengeksekusi melalui bantuan alat 

negara apabila ayah biologis tidak melaksanakan putusan pengadilan secara 

sukarela. 
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4.2 Saran 

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan khusus 

mengenai anak luar kawin terutama tentang kedudukan anak luar kawin 

sebagai peraturan lebih lanjut dari pasal 43 ayat (2) Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Serta dibuat adanya peraturan mengenai 

mekanisme pembuktian anak luar kawin dan akibat hukum dari ayah 

biologis yang tidak ingin untuk menafkahi anak luar kawin hingga 

prosedur pelaksanaan hukuman bagi ayah biologis yang menelantarkan 

anak luar kawin. Peraturan tersebut disarankan untuk dibuat agar 

kedepannya hak anak luar kawin dapat terpenuhi dan tidak terjadi 

penelantaran terhadap anak luar kawin. 

2. Kepada anak luar kawin, diharapkan untuk meminta permohonan 

pengakuan dan/atau pengesahan atau mengajukan tuntutan ke 

pengadilan untuk meminta hak nafkah kepada ayah biologis. Pengajuan 

permohonan maupun tuntutan untuk ayah biologis bertujuan agar hak 

anak luar kawin terpenuhi, karena adanya putusan pengadilan yang 

memberikan hukuman atau kewajiban kepada ayah biologis untuk 

memenuhi hak anak luar kawin. 
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